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Penulis

ROYNAL UMAR
NIM : H11.16.267
ABSTRAK 

ROYNAL UMAR NIM : H.11.16.267, Judul : “Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Kabupaten Gorontalo)” . Dibimbing oleh Bapak Ilham selaku Pembimbing I dan Bapak Baso Salewangeng selaku Pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kabupaten Gorontalo, (2).Untuk mengetahui peran dan upaya Kepolisian dalam menanngulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo
Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan lietaratur dari berbagai pustaka.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo ialah faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. (2) Peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan tiga tahap yaitu, upaya pre-emtif atau langkah awal yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan terjun lagsung ke lingkungan masyarakat, upaya preventif atau upaya lanjutan yang dilakukan pihak Satlantas dengan berjaga dibeberapa sudut keramaian pengguna jalan dan upaya represif atau upaya penegakan hukum bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa teguran, dan surat tilang, serta memanggil orang tua/wali untuk diberitahukan dan diawasi lagi dalam penggunaan kendaraan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) agar Orang tua dan juga sekolah lebih aktif dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya tidak berkendara bagi anak yang masih di bawah umur dan juga tidak mengizinkan anak di bawah umur menggunakan kendaraan. (2) Sebaiknya Kepolisian dalam hal ini meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan di tiap sekolah, dengan melakukan kerjasama di setiap sekolah dimana ada sekolah percontohan yang Satlantas terjun lansung untuk mengawasi anak yang masih di bawah umur tidak menggunakan kendaraan ke sekolah.. 
Kata Kunci : Pelanggaran lalu Lintas, Anak di bawah umur 
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ABSTRACT

ROYNAL UMAR NIM: H.11.16.267, Title: "Juridical Analysis of Traffic Violations by Minors (Case Study Gorontalo District)". Supervised by Mr. Ilham as Advisor I and Mr. Baso Salewangeng as Advisor II.

The objectives of this study are: (1). To determine the factors causing traffic violations by minors in Gorontalo District, (2) To determine the role and efforts of the Police in tackling traffic violations committed by minors in Gorontalo District

This type of research uses empirical juridical legal research, namely legal research using primary and secondary data with data collection techniques through interviews and literature from various literature.

The results of this study indicate that (1). The factors that cause children to commit traffic violations in Gorontalo District are family factors, educational factors and environmental factors. (2) The role and efforts of the police in overcoming traffic violations committed by minors in Gorontalo District are carried out in three stages, namely, pre-emptive efforts or initial steps taken to prevent violations by conducting socialization in schools and directly involved. to the community, preventive efforts or further efforts made by the Traffic Traffic Unit by guarding several corners of the crowd of road users and repressive efforts or law enforcement efforts for children who commit traffic violations in the form of warnings, and ticketing certificates, as well as calling parents / guardians to be notified and be supervised again in the use of the vehicle

Based on the results of this study, it can be recommended: (1) so that parents and schools are more active in providing understanding and knowledge of the importance of not driving for minors and also not allowing minors to use vehicles. (2) It is better if the Police in this case increase the socialization carried out in each school, by collaborating in each school where there is a pilot school where Satlantas is directly involved in supervising underage children not using vehicles to school.

Keywords: Traffic violations, minors
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman teknologi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi melejit dengan pesatnya.Tidak jarang kita mendapati kalimat yang mengatakan bahwa “perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan ilmu itu sendiri”.Begitu pula dengan kendaraan yang tidak luput dari perkembangan teknologi.

Kendaraan merupakan alat transportasi yang sangat berguna bagi melengkapi kebutuhan harian masyarakat.Dimana kendaraan digunakan sebagai alat transportasi untuk mempermudah suatu perjalanan baik jarak dekat maupun jarak jauh yang menempuh puluhan bahkan ribuan kilometer. Pada mulanya, kendaraan hanya berupa hewan atau binatang peliharaan yang digunakan untuk membantu proses jual beli namun berkat perkembangan teknologi dan jasa para ilmuan, maka penggunaan hewan sebagai kendaraan sudah digantikan dengan mesin.

Kendaraan dan penggunanya tidak lepas dari perhatian banyak pihak, dengan adanya kendaraan sebagai alat transportasi memaksa pemerintah untuk menertibkan penggunaannya juga.Terbukti dengan disahkannya Undang-Undamg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sebelumnya beberapa kali mengalami perubahan) yang ini tidak terlepas dari perkembangan angkutan jalan raya yang ada di Indonesia.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutam Jalan. Pada Undang-undang tersebut terdapat 21 BAByang mengatur 

mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuannya yaitu sebagai pendukung pembangunan negara””mewujudkan””keamanan,””keselamatan,"”ketertiban’”dan” kelancaran berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung penbangunan ekonomi dan pengenbangan wilayah. Selain dari itu, Undang-Undang Lalu Lintas ini dibuat untuk menjamin dan mendapatkan perlindungan dari Negara bagi hak-hak masyarakat dalam berlalu lintas

Melihat dari perkembangan teknologi, masyarakat lebih banyak diuntungkan terkait sarana transportasi.Kemudian dengan hadirnya Undang-Undang tertib lalu lintas, lagi-lagi dari pandangan penulis masyarakat mendapatkan haknya untuk berlalu lintas dengan nyaman.Namun karena pentingnya kendaraan bagi masyarakat, hingga masyarakat terkadang lupa sudah ada aturan dalam penggunaan kendaraan, (baik beroda dua maupun roda empat).

Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Lalu Lintas menjelaskan bahwa Pengguna jalan dalam hal ini adalah pengemudi kendaraan merupakan orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Lebih lanjut guna mempertegas pasal 1 ayat 23 diatas, dalam Pasal 77 ayat 1 BAB VIII menerangkan kembali bahwa tiap-tiap orang yang menggunakan jalan (mengemudikan kendaraan bermotor) wajib baginya memiliki SIM (SUrat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang digunakan.
Lebih lanjut dijelaskan lagi dalam Pasal 81 secara spesifik pada usia berapa seseorang sudah bisa diperbolehkan mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut. Seperti Ayat 1 Pasal 81 menerangkan bahwa minimal  usia untuk menggunakan kendaraan bermotor adalah 17 tahun. Tetapi, pada kenyataannya sering kita temukan anak yang masih dibawah umur dengan lihainya menggunakan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua.

Hal ini menjadi perhatian tidak hanya dari pihak Kepolisian melainkan juga dari masyarakat biasa. Bagaimana tidak, perilaku berlalu lintas yang tidak mengikuti setiap peraturan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya merugikan bagi pengguna kendaraan motor tersebut, tetapi juga bagi pengguna jalan lain. Salah satu alasan mengapa maraknya pengguna kendaraan bermotor dibawah umur yaitu masih rendahnya kesadaran akan tertib lalu lintas yang berakibat pada tingkat kecelakaan bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa pengguna jalan yang lain.

Meskipun tidak sedikit masyarakat tersebut mengetahui dampak atau akibat yang akan timbul apabila mengemudikan kendaraan bermotor tanpa mengindahkan aturan yang telah dibuat, masih ada saja masyarakat yang membiarkan anak dibawah umur sebagai pelaku pengguna kendaraan. Tidak hanya itu, sebagai pengguna kendaraan, tidak jarang kita mendapati anak dibawah umur tersebut juga melakukan pelanggaran lain, seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang pengguna kendaraan tersebut lakukan.

Orang tua sebagai pengayom, yang lebih aktif untuk memberikan pengajaran dan juga didikan kepada anak, tak jarang lebih memperhatikan kepuasan hati sang anak dari pada keselamatan anaknya tanpa memantau sampai sejauh apa anak tersebut menggunakan kendaraannya.

Koran elektronik Antara Gorontalo pada tanggal 31 Desember 2016 dari data yang dijelaskan oleh Kapolda Gorontalo Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Rahmad Fudail mengatakan, persentase kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Gorontalo dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Data laka lantas pada tahun 2015, sebanyak 562 laporan, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 618 laporan polisi, sehingga mengalami kenaikan sebesar 9,9 persen.”

Sedangkan pada media elektronik memaparkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Gorontalo dalam tiga dekade (2014-2016) tidak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak turut menjadi salah satu pengendara yang menyebabkan kecelakaan tersebut.

Hal ini menjadi prihatin kita bersama, disaat pemerintah mencoba memperbaiki setiap aturan yang ada guna meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan.Dilain sisi, masyarakat dengan berbagai alasan mengabaikan setiap aturan yang telah ada.

Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KABUPATEN GORONTALO)”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut guna membatasi terlampau luasnya masalah yang dapat ditimbulkan dalam kaitannya judul yang dibahas, maka perlu dibatasi dengan tegas masalah yang diteliti, yakni hanya dirumuskan sebagai berikut :

1. Apasajakah yang menjadi faktor penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo?

2. Bagaimana peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo. 

2. Untuk mengetahui peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo.
1.4 Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis
Diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada aparat

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelanggaran Lalu Lintas

2.1.1 Definisi Lalu Lintas

Lalu Lintas””adalah” “gerak” “atau” “perpindahan” “kendaraan” ‘dari’ ‘satu’ ‘tempat’ ‘ke’ ‘tempat’ ‘yang’ ‘lain’ ‘demgan’ ‘menggunakan’ ‘alat’ ‘gerak.’ Sedangkan Undang-Undang yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, Lalu lintas adalah gerak dari kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan itu sendiri merupakan media berpindahnya orang, barang dan juga kendaraan.

Ramlan Naning berpendapat bahwa, lalu lintas adalah gerakan perpindahan manusia dengan atau tanpa menggunakan alat penggerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Muhammad Ali sendiri berpendapat bahwa, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. W.J.S. Poerwodarminto
 juga mengemukakan pendapatnya bahwa lalu lintas adalah :

1) Perjalanan Bolak-balik

2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

3) Perhubungan antara suatu tempat

Subekti’ ‘juga’ ‘turut’ ‘memberikan’ ‘pendapatnya’ ‘tentang’ ‘lalu’ ‘lintas,’ ‘beliau’ ‘berpendapat’ ‘lalu’ ‘lintas’ ‘adalah’ ‘apapun’ ‘bentuk’ ‘dari’ ‘pengangkutan’ ‘dan’ ‘penggunaan’ ‘jalan’ ‘umum.’ ‘Dari’ ‘pengertian’‘yang’‘telah’ ‘diungkapkan’ ‘oleh’ ‘beberapa’ ‘tokoh’ ‘diatas,’ ‘dapat’ ‘disimpulkan’‘bahwa’‘lalu’ limtas ‘dalam’ ‘arti’ ‘luas’ ‘adalah’ ‘setiap’ ‘hal’ ‘yang’ ‘berhubungan’ ‘dengan’ ‘sarana’ ‘jalan’ ‘umum’ ‘sebagai’ ‘sarana’ ‘utama’ ‘umtuk’ ‘tujuan’ yng ‘ingin’ di‘capai.’ ‘Selain’ ‘dapat’ ‘ditarik’ ‘kesimpulan’ ‘juga’ ‘pengertian’ ‘lalu’ ‘lintas’ ‘dalam’ ‘arti’ ‘sempit’ ‘yaitu’ ‘hubungan’ ‘antar’ ‘manusia’ ‘dengan’ ‘atau’ ‘tanpa’ ‘disertai’ ‘alat’ ‘penggerak’ ‘dari’ ‘satu’ ‘tempat’ ‘ke’ ‘tempat’ ‘lain’ ‘dengan’ ‘menggunakan’ ‘jalan’ sbagai’ ‘ruang’ ‘geraknya.’
Pelanggaran Lalu Lintas

2.1.1.1 Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah melakukan segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kehendak diri sendiri yang bertentangan dengan aturan yang telah ada. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pelanggaran berasal dari kata “langgar”  yang berarti bertubrukan,; bertumbukkan, serang menyerang, bertentangan. Serupa dengan pelanggaran, ialah perilaku (perkara) yang melanggar;  namun lebih berat dari pada pelanggaran yaitu perbuatan pidana kejahatan. 
Tindak pidana dikenal dalam dua pembagian yaitu kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen) (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).Aturan pembagian tersebut dimana Pelanggaran terdapat dalam Buku III KUHP dan peraturan mengenai kejahatan terdapat dalam Buku II.Adapun pandangan kualitatif dan kuantitatif yang menjadi acuan dalam memilah karakteristik pembagian tindak pidana.
Menurut pandangan kualitatif yaitu tindak pidana dianggap sebagai perbuatan pelanggaran maupun kejahatan, bila undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut sudah ada.Disisi lain kejahatan itu sifatnyarecht delicten(meskipun tidak diatur dalam undang-undang, perbuatan yang mengancam atau bertolak belakang dengan keadilan tetap itu dianggap sebagai suatu kejahatan).Pandangan ini menjelaskan bahwa pelanggaran pada dasarnya lebih ringan daripada kejahatan.JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” mengungkapkan tidak ada perbedaan diantara pelanggaran maupun kejahatan (bukan bagian dari kualitatif), melainkan kejahatan itu dilandaskan berdasarkan sifatnya yang lebih berat saja.

Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan pelanggaran sebagai perilaku yang melawan hukum (overtredingen) dan juga selalu berkenaan dengan hukum, samahalnya perbuatan tersebut melanggar hukum.
Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa pelanggaran ialahpolitis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht.Yang dimaksud Politis-on rechtialah perilaku yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa negara.Crimineel-on rechtsendiri ialah perilaku yang berlawan dari hukum yang telah ada.

Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa ada dua unsur yang ada didalam pelanggaran yaitu: 

1. Terdapat perilaku yang berlawanan dengan aturan atau undang-undang;
2. Memunculkan akibat hukum, dimana seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran ialah baik tindakan dan/atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perilaku yang berlawanan dengan peraturan pelaksanaan dari lalu lintas, baik yang tidak maupun yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas (Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas).

Pelanggaran lalu lintas jalan menurut Ramdlon Naning ialah perilaku atau tindakan yang berlawanan dari ketentuan peraturan undang-undang dalam berlalu lintas.
Pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor22 Tahun 2009 yang berisikan:

“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

a. Berperilaku tertib; dan/atau

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Litas Dan Angkutan jalan, atau yang dapat menimbulka kerusakan jalan.”

Jika unsur-unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka akan dikategorikan sebagai pelanggaran yang melibatkan kecelakaan. 
Meskipun tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelanggaran dalam berlalu lintas ini masuk dalam beberapa delik-delik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepertidalam pasal 359 KUHP yaitu kealpaannya yang mengakibatkan orang meninggal, pasal 360 kealpaanya mengakibatkan luka berat pada seseorang, dan dalam pasal 409 KUHP mengatakan bahwa karena kealpaannya mengakibatkan kerusakan pada  bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya.

Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, telah diatur syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi agar terhindar dari pelanggaran, yaitu:

a. Wajib bagi setiap pengendara untuk berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraan;
b. Wajib bagi setiap pengendara untuk lebih memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan juga orang yang bersepeda;
c. Wajib bagi setiap pengendara untuk mengindahkan peraturan mengenai syarat teknis dan laik jalan;

d. Wajib bagi setiap pengendara untuk mematuhi rambu lalu lintas baik berupa perintah maupun larangannya , narka jalam, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerak lalu lintas, berhenti dan parker, bentuk peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
e. Wajib bagi setiap pengendara untuk menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat TandaCoba Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi (SIM), bukti lulus uji berkala dan tanda bukti jalan yang salah pada saat ada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
f. Wajib bagi setiap penumpang yang duduk disebelah pengemudi kendaraan roda empat atau lebih untuk menggunakan sabuk pengaman. 

g. Wajib bagi setiap pengendara dan yang dibonceng yang menggunakan roda dua untuk menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia;

h. Dilarang membawa lebih dari satu enumpang bagi pengendara yang tidak memiliki kereta disampingnya. 

Jelas jelas dikategorikansebagai perbuatan pidana bagi pengemudi yang dengan lalai memperhatikan ketentuan tersebut dalam berlalulintas.
Dalam Pasal 316 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan jelas telah diketahui pasal-pasal yang menagtur mengenai pelanggara lalu lintas. Begitupun dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur berbagai jeis dan sanksi dari pelanggaran lalu lintas, yaitu sebagai berikut :

1. Dikenakan kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- apabila melewati Garis Putih dan Zebra Cross pada saat lampu merah (Pasal 287);
2. Dikenakan kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- apabila bergerak menerobos disaat lampu belum berganti menjadi lampu hijau (Pasal 287);

3. Dikenakan sanksi berupa kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- apabila mempergunakan trotoar untuk jalan pintas di tengah kemacetan (Pasal 284);
4. Dikenakan kurungan penjara paling lama dua bulan atau denda sebesar Rp. 250.00,- apabila menggunakan knalpot bersuara bising (Pasal 285 ayat (1));
5. Dikenakan kurungan penjara paling lama satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,- apabila mendahului kendaraan lain melalui arah sebelah kiri jalan dengan tidak melihat pengemudi yang lain (Pasal 300);
6. Denda kurungan satu bulan atau sebesar Rp. 250.000,- apabila brbelok dengan mematikan lampu sign (Pasal 294);
7. Dikenakan kurungan penjara satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,-apabila membonceng penumpang melebihi dua orang (Pasal 292);
8. Memencet klakson sehingga nyaring terdengar di telinga, apalagi dalam kondisi jalan yang macet;

9. Berkerumun sehingga menggunakan ruas jalan di bawah kolong jembatan saat hujan deras;
10. Dipidana penjara kurang lebih dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- apabila mengganggu pengguna jalan lain saat jalanan sedang ramai dengan kecepatan tinggi (pasal 287 ayat (5));
11. Merokok sambil mengemudikan kendaraan;
12. Dikenakan pidana kurang lebih dua bulan atau denda sebesar Rp. 750.000,- apabila mengemudikan kendaraan dengan telponan atau smsan (Pasal 283);
13. Dikenakan pidana penjara kurang lebih satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,- apabila mengemudikan kendaraan dengan membonceng anak kecil depan belakang (pasal 292);
14. Dikenakan pidana penjara kurang lebih satu tahun atau denda sebesar Rp. 3.000.000,- apabila melakukan balapan liar di jalan umum (Pasal 297);
15. Mengemudikan kendaraan dengan memasang earphone (untuk mendengarkan music dengan volume tinggi;
16. Berkonvoy, memblocking ruas jalanan mlik pengemudi kendaraan lainnya.
17. Berada di lajur kanan, dikenakan sanksi pidana kurang lebih satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000,- (Pasal 300)
18. Berkonvoy dengan memperdengarkan suara  sirine dan tidak mematikan lampu strobe, dikenakan sanksi pidana kurang lebih satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000,- (Pasal 287, ayat (4)).
19. menyalakan lampu brcahaya terng pda bgian depanbelkang, sanksi pidana kurang lebih dua bulan atau denda sebesar Rp 500.000,- (Pasal 279).
20. Lampu utama dimatikan saat siang dan malam hari dikenakan pidana penjara kurang lebih satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,- (Pasal 293 ayat (1))
21. Melambatkan kendaran atau berkerumuun saat melihat kejadian kecelakaan di jalanan. 
22. Dikenakan pidana penjara kurang lebih enam bulan dan paling lama enam tahun atau denda lebih sedikit Rp. 1.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000,- apabila pengendara tidak bertanggungjwab atau mellarikan diri saat trlibat insiden kcelakaan di jalan (Pasal 310);
23. Menerobos pintu halang perlintasan kereta api.
dikenakan sanksi pidana penjara selama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000,- (Pasal 287, ayat (2)).
24. Pengemudi dan pembonceng tanpa menggunakan helm saat bermotor, dikenakan pidana penjara selama satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000,-(Pasal 291 ayat (1) dan pidana penjara kurang lebih satu bulan atau denda sebesar  Rp 250.000 (Pasal 291 ayat (2)).
25. Motor tidak memiliki kaca spion, dikenakan sanksi pidna penjara maksimal satu bulan atau denda maksimal  Rp 250.000,-  (Psal 285 ayt (1)).
26. Tidak seimbangnya kendaraan saat dikendarai karena barang yang diangkut sudah melebihi kapasitas;
27. Masuk ke jalan besar namun tidak memperhatikan kendaraan dari arah kanan dan kiri saat keluar dari lorong kecil;
28. Pengemudi berada dalam arus kendaraan yang berlewanan, dikenakan sanksi pidana maksimal dua bulan atau denda sebesar Rp. 500.000,- (Pasal 287 ayat (1));
29. Mengemudikan kendaraan tapi STNK tidak ada, dikenakan sanksi pidana penjara maksimal dua bulan dan denda maksimal Rp. 500.000,-(Pasal 288 ayat (1)).
30. Mengemudikan kendaraan namu tidak memiliki SIM, dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat bulan atau denda maksimal Rp 1 juta (Pasal 281).
Dari penjelasan tersebut, ada dua sanksi pidana yang yang diatu dalam Undang-undang ini yang diberikan bagi pelanggar yaitu berupa pidana penjara maupun membayarkan denda. Dengan begitu dapat disebutkan ada dua kategori palanggran lalu intas :
a. Delik dolus (pelanggaran yang disengaja dalam berlalu lintas);
b. Delik culpa(pelangaran yang tidak disengaja dalam berlalu lintas).
Ramdlong Naning memaparkan, bahwa:

”Lalu lintas yang damai, sistematis, tanpa hambatan dan praktif diperuntukkan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pelaksaan kegiatan juga kesibukan dalam bekerja. Begitupun kebalikannya, lalu lintas yang tidak ada keamanan, sembrawut, tersendat-sendatnya aktifitas di jalanan dan tidak efisien akan memberikan kesulitan maupun masalah dalam berlalu lintas, seperti meningkatnya jumlah kecelakaan akibat pelanggaran yang terjadi secara beruntun dibeberapa tahun”
Berdasarkan pernyataan mengenai pelanggaran dalam berlalu lintas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas ialah merupakan perilaku dari orang ataupun perorangan yang mengemudikan kendaraan maupun bagi yang berjalan kaki yang tidak mengindahkan aturan undang-undang lalu lintas yang berlaku”.

Agar terhindar dari pelanggaran dalam berlalulintas, masyarakat dihimbau untuk memahami dan juga mengikuti setiap aturan lalulintas yang telah ada, inipun dimaksudkan untuk melindungi diri, harta benda bagi setiap pengguna jalan.

Rata-rata bagi sebagian orang yang melakukan pelanggaran menyangka bahwa nanti dikatakan tergolong pelanggaran apabila ketahuan oleh petugas, sedangkan meskipun tidak ketahuan ataupun tertangkap, pelanggaran tersebut telah dilakukannya.Dengan adanya kemajuan arus lalu lintas memberikan dampak yang positif maupun negative dan memunculkan masalah sebab akibat yang semakin rumit.

Kurangnya kehati-hatian menjadi faktor yang sering kali ditemui, dimana pengemudi lalai dalam menerapkan aturan berlalulintas.Ketidakpatuhan pengendara, rasa kepemilikan sendiri terhadap pemakaian jalan menjadi latar belakang yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
2.2 Definisi Anak Dibawah Umur

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak ialah keturunan kedua. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengakatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah generasi kedua tau keturunan pertama atau disebut sebagai manusia yang masih kecil.

Tidak diterangkan lebih jelas dan tegas mengenai spesifik anak. Adapun beberapa aturan dalam undang-undang yang menjelaskan pengertian dan batas usia kapan seseorang dikatakan sebagai anak :

1) Dikatakan sebagai anak apabila seseorang tersebut belum memasuki umur 18 tahun, anak dalam kandunganpun termasuk didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).
2) Dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, anak ialah orang yang belum memasuki umur 18 tahun, belum berkeluarga ataupun menikah, begitupun anak yang ada dalam kandungan ibunya apabila keberadaannya untuk kepentingan. 
3) Dalam Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dikatakan anak apabila ia belum berusia 21 tahun atau belum melangsungkan pernikahan.

4) Belum kawin dan masih berusia dibawah 18 tahun adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974. 
5) Undang-undang hukum acara pidana pasal 171 Nomor 8 Tahun 1981, menjelaskan sidang di pengadilan untuk anak dibatasi maksimal 15 dan belum menikah, boleh tidak melakukan sumpah dalam persidangan. Adapun Pasal 153 ayat (5) KUHP dalam ketentuan lain hakim, maksimal dibawah 17 tahun boleh tidak menghadiri persidangan, meskipun ada syarat tertentu. 
6) Anak adalah seseorang berada dalam batasan usia dibawah 16 tahun, apabila ditemui melakukan suatu perbuatan pidana hakim dapat memberikan keputusan anak tersebut kembali kepada orang tuanya ataupun walinya tanpa perlu melakukan persidangan ataupun memperoleh putusan atas tindak pidana yang dilakukan, atau bisa juga diserahkkaan pada pada pemerintah sebagai anak negara, danpun bisa dijatuhkan hukuman. Namun ini diberikan syarat yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 67 dinyatakan telah tidak diberlakukan lagi. 
‘
2.3 Pengertian’ Kepolisian

Polis adalah bahasa Yunani yang berarti polisi.Polis digunkan untuk menyebutkan bagian dari orang yang telah menjadi warga Athena, lalu seiring dengan perkembangan, kata tersebut telah berubah jadi kota dan dipergunakan untuk menyebutkan usaha-usaha yang ada di perkotaan. Penyebab dari perubahan tersebut ialah karena setiap kota adalah negara bagi kota itu sendiri. Jadi, Polis dimaknai sebgai keseluruhan usaha dan aktifitas yang ada di kota tersebut termasuk juga dari segi keamanannya.
Dalam Kamus Besar Bhasa Indonesia, polisi berarti ketentraman, kedisiplinan bersama yang dijaga oleh suatu organisasi, bagian dari pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Ada 3 (tiga) makna yang terkandung dalam kata polisi menurut beberapa cendikiawan :
1. Polisi sebagai fungsi

2. Polisi sebagai orang kenegaraan

3. Polisi sebagai pejabat / tugas

Fungsi POLRI dalam undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Pasal 2 :
“Kepolisian berfungsi sebagai alat pemerintahan negara dalam urusan memeliharan ketentraman dan kedisiplinan masnyarakat, menegakkan keadilan, melindungi, mengayomi, juga melayani masyarakat”.
Polisi memiliki kewajiban untuk paham terhadap setiap asas-asas hukum yang dipergunakan dengan tujuan bagai bahan untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang ada dalam melaksanakan tugas, adapun asas-asanya yaitu :
1. Asas legalitas, yaitu polisi yang merupakan penegak hukum, wajib tunduk saat menjalankan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya;
2. Asas kewajiban, yaitu polisi wajib untuk mengurus masalah-masalah yang ada dimasyarakat yang sifatnya diskresi, hal itu dikarenakan belum ada aturannya didalam hukum; 
3. Asas partisipasi, penggaman Swakarsa dikordinasikan oleh pihak kepolisian guna untuk melancarkan taat hukum di masyarakat dan lingkungannya;

4. Asas preventif, mencegah merupakan tindakan awal daripada penindakan;

5. Asas subsidiaritas, menyelesaikan tugas dari instansi lain supaya tidak ada masalah yang timbul yang dampaknya akan meluas, sebelum instansi terkait yang menyelesaikannya. 
2.4 Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Agent of change ialah istilah lain yang diberikan untuk polisi lalu lintas sebagai penegak hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan ada 3 (tiga) unsur-unsur yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:

1. Data pribadi(Raw-Input)
2. Pendidikan, dimana bekerja, ataupun instansii lainnya (Instrument-Input)
3. Lingkungan sosial (Environtment-Input)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) menyatakan tugs pokok dan kewajiban dari polisi ialah pengurusan lalu lintas termasuk dalam bagian pemerintahan pada bidang registrasi dan identifikasi pengemudi, kendaraannya, prosedur menegakkan hukum, managemen oprasional, perakitan lalu lintas dan pendidikn lalu lintas.

Lebih lanjut, kewajiban dan tanggungjawab Polisi diterangkan dalam Pasal 12 Undang-udang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor 

1. Melaksanakan peregistrasian dan mengidentifikasi kendaraan;

2. Mengumpulkan, memantau, mengolah, juga menyajikan data lalulintas dan angkut jalan; 
3. Mengelola pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; 
4. Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patrol; 
5. Menegakkan hukum yang termasuk dalam menindak pelanggar dan menangani kecelakan dalam lalu lintas; 
6. Melaksanakan pndidikan lalu lintas;
7. Melaksanakan managemen juga rekoyasa lalulintas;

8. Melaksanakanmanagemen operasonal lalulintas.

Karena undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, tidak mengartikan Polri hanya focus kepada wewenang (authority). Namun juga kewajiban dan tanggungjawab Polri dalam bidang lalu lintas, pun juga wewenng yang tlah ada, berhubungan eratt dengan kewajiban polisi dalam bidang laiinya yang berhubungn denan menegakkan hukum sampai pada memelihara keadaan damai, tertib mayarakat (Kamtibmas) juga mencegah tindak kejahatan secara koheren. 

Polri memeriksa kendaran bermotor di jalan dan melakukan penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan agar tercipta patuh terhadap aturan dan kebiasaan tertib, mengutamakan keselamatan dalam berlalulintas. Hal itu dilakukan berdasarkan tanggung jawab dari Polri, juga telah ada aturannya dalam PP Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 2 tentag Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu LIntas dan Angkutan Jalan. 
2.5 Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat.Terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya perubahan hukum akan mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat begitupun sebaliknya perubahan soaial dalam masyarakat juga akan mempengaruhi perubahan hukum. Perubahan kekuasaan juga berpengaruh terhadap perubahan hukum.

Saat membahas problem efaktifnya suatu hukum (undang-undang juga produk hukum lain), yang umum ada dalam benak kita ialah  apakah dikenyataan hukum tersebut betul-betul diterapkan atau sebaliknya dalam masyatakat? Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengatakan ada teori-teori hukum yang membedakan pemberlakuan hukum sebagai kaidah hukum, yaitu:

1. Pemberlakuan kaidah hukum yuridis saat ada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi atau dibentuk dengan cara ketetapan aturan yang telah ada, bisa juga menurut hubungan situasi dan akibat yang ditimbulkan; 
2. Pemberlakuan kaidah hukum sosilogis yaitu kaidah hukum itu mujarab atau dalam kondisi masyarakat mau menerima atau tidak; 
3. Pemberlakuan kaidah hukum filosofis. 
Seiring dengan itu, Mustafa Abdullah mengatakan pengaturan atau kaidah hukum nanti dikatakan berjalan sesuai semestinya apabila memenuhi bebrapa faktor berikut ini:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Ada petugas sebagai penegak atau mengimplementasikan suatu aturan;
3. Terdapat fasilitas pendukung dalam melaksanakan aturan dan kaidah hukum tersebut; 

4. Lingkupnya mencakup seluruh maysarakat yang ada dalam ruang tersebut. 

Hugo Sinzheimer mengemukakan pendapatnya bahwasanya apabila dirasakan telah terjadi kesenjangan dalam beberapa keadaan, peristiwa juga hubungan antara masyarakat dengan peraturan hukum yang berlaku dalam ruang lingkup tersebut.Apapun bentuknya aidah hukum tersebut tidak bisa dilepaskan untuk mengikuti perubahan yang ada disekitanya, melainkan hukum itu sendiri yang diadakan penyesuaian agar tetap bisa digunakan dalam pengaturana.

2.6 Penegakkan Hukum Di Indonesia

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, pelaksanaan hukum dapat dilangsungkan dengan cara yang alamiah, aman namun kadang ada saja pelanggaran hukum yang terjadi. Pelanggaran hukum tersebut harus diberantas.Dalam penegakan hukum, terdapat 3 unsur yang perlu mendapat perhatian yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).

Soerjono sendiri mengungkapkan termasukn didalam penegakan hukun itu ada yang dikatakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam siding pengadilan negeri, ada upaya hukum dan terakhir eksekusi.Penegakan hukum itu sendiri memiliki makna sebagai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh penegak hukum agar hukum itu tegak dan kokoh, menjunjung tinggi nilai keadilan, melindungi harkat, martabat warga masyarakat, disiplin serta tentram dan yang pasti selalu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.Penegakan hukm terkait perlindungan masyarakat dari kejahatan masuk dalam ranah penegakkan hukum pidana.Maksud dari penegakkan hukum pidana ialah sebagai sarana politik kriminal dengan tujuan melindungi warganya atau sering pula disebut dengan “social defence”.

Preventif dan represif ialah cara yang dilakukan dalam menegakkan hukum. Preentif ialah tindakan pencegahan supaya masyarakat tidak melakukan pelanggaran, biasanya tugas ini dilaksanakan oleh badan ekslusif dan dari pihak polisi.Sedangkan represif, ialah tindakan lanjutan aabila ternyata dalam tindakan preventif ada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu, penegakan hukum sendiri harusnya dilakukan secara represif dengan alasan tingkat operasional dalam pelaksanaan itu mendapat dukungan dari macam-macam lembaga yang secara organitoris terpisah antara satu dan yang lain. Namun, masih dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak polisi, jaksa, pengadilan dan juaga lembaga permasyarakata.
Hukum diperuntukan guna kepentingan masyarakat, oleh karena itu kemanfaatan perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum karena dikhawatirkan dalam pelaksaaan penegakan hukum hanya akan membawa dampak kerugian bagi masyarakat yang sangat meresahkan. Dalam menegakkan hukum lingkungan juga masuk dalam proses sosialnya, karenanya menegakkan hukum itu sama halnya menukar aksi dengan unsuur manusia. Sosial, budaya juga politik menjadi pengaruh tersendiri dalam prosedurnya.
Penegakan hukum dipengaruhi oleh bebrapa fakotr menurut Soerjono Soekanto, yaitu seagai berikut:
1. Faktor hukum; 
2. Faktor penegakan hukum berupa para pihak yang membentuk dan melakukan penerapan hukum;

3. Faktor sarananya sebagai pendukung penegaka hukum; 
4. Faktor masyarakat, atau lingkungan tempat hukum itu diberlakukan;

5. Faktor budaya.
Faktor yang disebutkan tersebut saling keterkaitan antara satu dan yang lain, karena hal tersebut mempunyai esensii dari prosedur menegakkan hukum yang memiliki landasan pokok dari keefektifitasan suatu penegakan hukum. Komponen-komponen yang ada dalam penegakkan hukum hanya memperhatihan penegakan hukum semata, yang membuat komponen lain terabaikan dan menjadi korban. Begitu juga apabila hanya memperhatikan faktor manfaatnya saja, maka yang terabaikan ilah kepastian hukum dan keadilan, begitupun seterusnya.Menegakkan hukum dengan berdasar pada cepat, tepat, sederhana, biaya ringan sampai pada saat ini hanya menjadi angan-angan saja, masih belum tercapai tepat pada sasarannya. Pun begitu, masih ada saja ditemui tindakan aparat penegak hukum yang membebankan warga. Warga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan beberapa aparat pun turut andil memanfaatkan situasi tersebut.
2.7 Kerangka Pikir








2.8 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Lingkungan, keluarga dan kurangnya pemahaman akan kesadaran berlalu lintas menjadikan faktor penyebab tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo.

2. Aparat kepolisian melaksanakan sosialisasi disekolah-sekolah mengenai teratur dalam lalu lintas, rutin mengadakan pemerikaan kendaraan berlalu lintas di tengah masyarakat
2.9 Definisi Operasional

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.
2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
3. Anak Dibawah Umur adalah anak yang berusia kurang dari 18 tahun.
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang bersimpangan dengan aturan yang hanya berdasarkan kemau pribadi. 
5. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang pengemudi kendaraan baik umu, kendaran brmotor maupun penjalan kaiki yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang lalulintas yang diberlakukan. 
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, tipe pendekatan empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang terkait sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari penerapan hukum bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, dimana masih merupakan daerah yang berkembang sehingga dalam hal Aturan lalu lintas masih membutuhkan pembenahan, mengingat banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang disetiap tahunnya selalu bertambah dan hal ini cenderung sulit diminimalisir oleh pihak kepolisian. 

Selanjutnya penelitian akan di fokuskan pada Satlantas Polres Gorontalo. Pemilihan lokasi ini karena Satlantas Polres Gorontalo yang berperan aktif agar aturan tentang lalulintas dan angkutan jalan tersebut benar-benar diimplementasikan oleh masyarakat setempat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah :

1. Data primer. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, kuesioner, wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan menganalisis data-data lapangan dengan disertai wawancara langsung dengan informan.

2. Data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari instansi tersebut yang berupa dokumen, jurnal literatur-literatur maupun referensi perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian Lapang (Field research), yakni dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada Pihak kepolisian dan masyarakat serta mengamati langsung proses pemeriksaan kendaraan bermotor.

b. Penelitian Pustaka (Library Research), yakni dilakukan dengan jalan menelaah referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek masalah yang dikaji.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan  aparat kepolisian satlantasPOLRES Gorontalo serta masyarakat. Dalam proses pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling (teknik non-random sampling) yaitu dengan menetapkan sampel sebanyak 10 responden dari target populasi penelitian ini. (Said Sampara. 2016 : 86). Dengan rincian sebagai berikut :

· Pihak Kepolisian Satlantas 
:
5  orang

· Masyarakat


:
5 orang

Jumlah



10 orang

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan analisis kualitatif.Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini.Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Polres Gorontalo

4.1.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo

Letak Polres Gorontalo berada di Jalan Jendral Soedirman Kecamatan Limboto.Polisi Resort Gorontalo adalah polisi yang bertugas melakukan fungsi penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dengan melakukan aktifitas berupa bermitra untuk menjaga ketertiban, kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Gorontalo.Hal ini tercermin dari visi yang di emban oleh Polres Gorontalo.

Adapun Polres Gorontalo, membawahi beberapa Polsek, yaitu:

	1. Polsek Limboto
	

	2. Polsek Telaga
	11. Polsek Mootilango

	3. Polsek Telaga Biru
	12. Polsek Tolangohula

	4. Polsek KP3 Bandara
	13. Polsek Kwandang

	5. Polsek Batudaa
	14. Polsek Anggrek

	6. Polsek Batudaa Pantai
	15. Polsek KP3 Kwandang

	7. Polsek Boliyohuto
	16. Polsek Pulubala

	8. Polsek Sumalata
	17. Polsek Bongomeme

	9. Polsek Tolinggula
	18 Polsek Limboto Barat


	10.  Polsek Atinggola
	19. Polsek Tibawa


4.1.2 Visi Misi Polres Gorontalo

Visi

Mewujudkan Polres Limboto sebagai Aparat Penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang profesional dan proposional serta memberdayakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Hukum Polres Limboto.

Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek Security, Sefety dan Peace sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat dimengerti untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat.

3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai adat Gorontalo yang berlaku.

4. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional serta independen dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.

5. Menjalin kerjasama, kebersamaan dan koordinasi yang lebih erat lagi antara instansi internal maupun instansi Eksternal dan komponen masyarakat secara sinergis dalam rangka penciptaan kondisi yang aman dan tertib

6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepolisian secara professional

7. Melaksanakan kebijakan serta pelayanan kepolisian secara konsisten dan konsekuen.

4.1.3 Sejarah Terbentuknya Polres Gorontalo

Pada mulanya Polres Gorontalo dibentuk pada tahun 1962 dengan nama KOMDIS (Komando Distrik) Limboto, dan belum dipisahkan dari KOMRES 1905 Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo. Seiring berjalannya waktu dengan diterbitkanya SK KPKOM Sultteng No.Pol : 220/1963 tanggal 25 Oktober 1963 dibentuk Kantor Polisi Resort 1906 Kabupaten Gorontalo. Dalam beberapa waktu terjadi peralihan hingga KOMDIS Limboto berganti menjadi Polres Gorontalo, diantara peralihan tersebut yaitu :

1. Pada tahun 1964 terjadi peralihan dari KOMRES 1905 menjadi KOMRES 1906 Kabupaten Gorontalo sekaligus realisasi penyesuaian terbentuknya struktur pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Ibu Kota di Limboto.

2. Tahun 1969 peralihan dari KOMRES 1906 Kabupaten Gorontalo menjadi KORES 1506 Kabupaten Gorontalo.

3. Tahun 1983 peralihan dari KORES 1506 Kabupaten Gorontalo menjadi Polres Gorontalo.

4. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/90/XII/2003 tentang Penentuan Tipe Organisasi Polres, maka Polres Gorontalo dirubah menjadi Polres Limboto dengan Tipe Organisasi Polres B².

5. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Tipe Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) dittapkan bahwa Polres Limboto dengan Tipelogi Polres tipe Polres.

6. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perubahan Nomenklatur Polres Limboto menjadi Polres Gorontalo.

4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Gorontalo

Polres sebagai alat penegak hukum bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  yang berada di wilayah hukumnya. Gangguan kamtibmas seringkali terjadi terutama dalam berlalu lintas, seperti pelanggaran dan kejahatan di jalan.Selanjutnya sebagai sebuah institusi, diperlukan adanya struktur organisasi untuk memperlancar tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam Satlantas Polres Gorontalo, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan dalam menjalankan tugas pada institusi tersebut.Struktur organisasi internal Polres Gorontalo adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satlantas Polres Gorontalo
















(Sumber: Data dari Satlantas Polres Gorontalo)

4.2 Faktor Penyebab Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo

Safety riding atau yang biasa kita sebut keselamatan dalam berkendara adalah hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh pengendara, baik itu pengendara roda dua maupun roda empat.Namun, sering kali hal tersebut yang menjadi faktor utama seseorang lalai dalam mengendarai kendaraannya.
Kelalaian dalam berlalu lintas tidak jarang kita menemui anak dibawah umur sebagai pelakunya.Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikategorikan sebagai kenakalan remaja yang dimana seharusnya tidak terlepas dari pantauan orang tua dan sekolahnya. Kenakalan remaja sendiri terjadi tidak lain karena adanya dorongan untuk melakukan suatu kenakalan begitupun dengan pelanggaran lalu lintas sebut saja itu karena adanya kesempatan, hobi, bahkan tidak jarang karena hanya didasari mengikuti perkembangan zaman. Namun di beberapa tempat, adapun anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan dengan alasan sebagai kebutuhan.
Sangat miris memang ketika sudah ada aturan yang mengatur tentang tertib dalam berlalu lintas namun masyarakat yang seharusnya mematuhi aturan tersebut sangat jarang mengimplementasikannya.Bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak tau-menau dengan aturan tersebut, atau mungkin lebih parahnya orang hanya menutup mata dengan aturan yang sudah pemerintah buat.
Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya sekedar aturan yang dibuat diatas kertas saja, melainkan guna kepentingan bersama.Saat ada yang melakukan pelanggaran, dampaknya bukan hanya terjadi kepada orang tersebut melainkan siapa saja yang menjadi pengguna jalan. Anak yang masih di bawah umur sama sekali tidak diperkenankan untuk berkendara karena tidak memenuhi persyaratan untuk berkendara. 
Di Kabupaten Gorontalo sendiri untuk pelanggaran lalu lintas masih terhitung banyak. Ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir tercatat sebanyak 10.788 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Berikut tabel jenis pelanggaran pengendara dalam jangka 5 (lima) lima tahun terakhir :

Tabel 1.1 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Kab. Gorontalo Tahun 2015-2019
	NO
	JENIS PELANGGARAN
	TAHUN

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1.
	SIM
	712
	732
	798
	822
	876

	2.
	RAMBU/ISYARAT LALU LINTAS
	302
	358
	297
	312
	343

	3.
	HELM SNI
	523
	570
	621
	685
	721

	4.
	LAIN-LAIN
	440
	343
	376
	476
	481

	JUMLAH
	1977
	2003
	2092
	2295
	2421


Sumber : Data Satlantas Polres Gorontalo
Dari data diatas menunjukkan pelanggaran karena tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan penggunaan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) menjadi hal yang memprihatinkan, karena masih banyak pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara. Terlihat pada tahun 2019 terdapat lonjakan pengendara yang melakukan pelanggaran dengan tidak membawa SIM sejumlah 876 orang yang sebelumnya 4 tahun kebelakang tercatat 712 orang. Begitu juga dengan penggunaan helm SNI yang pada tahun 2015 tercatat 523 orang pelanggar meningkat menjadi 721 orang pelanggar pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2017, pelanggar rambu-rambu lalu lintas tercatat 297 orang, ini merupakan pelanggaran terendah daripada pelanggaran yang lain di tahun yang sama (selama tahun 2017) dan dari 4 tahun yang lain.
Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengguna kendaraan atau pengguna jalan yang tidak memahami betul aturan yang telah dibuat, kurangnya pemahaman tersebut semakin terlihat miris di jaman teknologi seperti sekarang ini, dimana segala sesuatu dapat diakses dengan mudah. Ketidakingintahuan masyarakat dan rasa masa bodoh yang ditunjukkan oleh masyarakat, amat sangat membahayakan bagi dirinya sendiri bahkan pengguna jalan yang lain yang sudah lebih memahami aturan dalam berlalu lintas.
 Peneliti juga mendapatkan data jumlah pelanggar lalu lintas usia anak dibawah umur. Berikut tabel yang menunjukkan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kabupaten Gorontalo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir :
Tabel 1.2  Jumlah Pelanggaran Lalu LIntas Anak Di Bawah Umur Tahun 2015-2019

	No.
	Tahun
	Jumlah Langgar Lalu Lintas Anak Di Bawah Umur

	1.
	2015
	10

	2.
	2016
	9

	3.
	2017
	182

	4.
	2018
	620

	5.
	2019
	160

	Jumlah
	981


Sumber : Data Satlantas Polres Gorontalo
Dari data yang penulis dapatkan terlihat bahwa dalam tabel tersebut bagaimana pada tahun 2015 hanya sebanyak 10 orang pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian pada tahun 2016 menjadi 9 orang pelanggar lalu lintas dibawah umur. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat lonjakan pelanggaran yang mencapai 182 orang dan kemudian melonjak dengan pesat pada tahun 2018 sebanyak 620 pelanggar. Pada tahun 2019 kembali susut menjadi 160 orang.
Dari data tersebut penulis bisa simpulkan bahwa jumlah pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2016 adalah tahun yang paling sedikit jumlah pelanggarnya, dan tahun 2018 dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan jumlah pelanggar lalu lintas di bawah umur mencapai 620 orang, dan merupakan jumlah yang sangat fantastis.
Selain data jumlah pelanggar dibawah umur, peneliti juga berhasil mendapatkan data jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan strata pendidikannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berikut tabelnya :
Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kab. Gorontalo Berdasarkan Strata Pendidikan  Tahun 2015-2019
	NO
	STRATA PENDIDIKAN
	TAHUN

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1.
	SD
	-
	-
	3
	10
	12

	2.
	SMP
	3
	4
	71
	362
	45

	3.
	SMA
	7
	5
	99
	220
	86

	4.
	TIDAK SEKOLAH
	-
	-
	9
	28
	17

	JUMLAH
	10
	9
	182
	620
	160


Sumber : Data Satlantas Polres Gorontalo
Dari tabel tersebut, menunjukkan anak di bawah umur setingkat SD (Sekolah Dasar) sudah mampu menggunakan kendaraan bermotor dan terlihat pada tahun 2019 setidaknya ada 12 orang anak yang kedapatan melakukan pelanggaran tersebut. Begitupun anak yang tidak bersekolah dan masih dibawah umur, setidaknya sebanyak 28 orang anak pada tahun 2018 melakukan pelanggaran lalu lintas. Anak dengan strata pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) juga ketahuan melakukan pelanggaran dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2018 sebanyak 362 anak.
Kurangnya perhatian dari keluarga dan pembinaan berlebih dari sekolah menjadi catatan besar sebagai faktor utama pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut.Dengan kurangnya pemahaman yang diberikan dan kurang terarahnya pemikiran anak sehingga hal-hal seperti pelanggaran lalu lintas tersebut terlihat sangat biasa bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut.
Pelanggaran Lalu Lintas pada umumnya terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya karena  kurang kehati-hatian, kondisi jalan, kondisi kendaraan yang digunakan, cuaca dan juga pengguna jalan seperti pejalan kaki tidak jarang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran. Manusia menjadi faktor paling utama dalam hal terjadinya pelanggaran.Manusia melakukan banyak sekali pelanggaran dalam berlalu lintas. Kurangnya kehati-hatian, kesengajaan, ketidakpahaman akan suatu aturan, bahkan kontrol diri pengemudi terhadap peraturan yang berlaku merupakan penyebab pelanggaran. 
Anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih sering dijumpai. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur di Kabupaten Gorontalo ialah:

1. Faktor Keluarga

Keluarga dalam hal ini adalah orang tua yang menjadi pendukung paling utama saat seorang anak di bawah umur ingin menggunakan kendaraan.Apabila orang tua tidak membiarkan atau memenuhi keinginan anaknya yang masih di bawah umur untuk menggunakan kendaraan, kemungkinan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur menjadi berkurang bahkan mungkin tidak ada. Alasan lainnya yaitu saat orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya sudah mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang belum cukup untuk menggunakan kendaraan, tetapi orang tuanya tidak memberikan pengawasan yang ketat.

Dari sini kita sudah dapat melihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih membutuhkan arahkan tidak terlepas dari apa yang mereka inginkan dan apa yang sebenarnya yang mereka butuhkan. Dengan orang tua yang memberikan arahan, memantau perkembangan anak dan mendukung tidaknya dalam memberikan fasilitas dapat membantu anak dalam membedakan apa yang seharusnya, termasuk tidak menggunakan kendaraan juga melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor Pendidikan

Sekolah merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan anak yang didapat selain dari keluarganya. Pendidikan yang anak dapatkan, itu yang anak terapkan dilingkungannya baik berupa keilmuan dalam arti pengetahuan mata pelajarannya maupun moral atau tingkah laku, termasuk dalam berlalu lintas. Dibeberapa sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo, terlihat masih sangat banyak parkiran yang dipenuhi kendaraan berupa motor bahkan tak jarang satu dua anak yang menggunakan mobil ke sekolah tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurang berhasilnya pendidikan yang ada di sekolah-sekolah.

Padahal, jika ditelaah kembali, sekolah berhak menentukan apakah anak tersebut boleh menggunakan kendaraan bermotornya atau tidak dengan memeriksa siapa saja anak yang sudah memiliki SIM. Hal inipun memberikan gambaran bahwa pendidikan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan keluarga dalam membina dan mendidik anak termasuk dalam penggunaan kendaraan dan berlalu lintas.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan atau pergaulan dimana si anak mulai mengenal tempat bermain, kawan dan lain hal menjadi bagian dari salah satu penyebab tingginya pelanggaran dalam berlalu lintas. Anak sudah mulai terpengaruh dengan kondisi tempatnya dimana dia bergaul, perlahan-lahan tekanan juga sudah mulai memaksa dalam proses pembentukan karakter kepribadian si anak. Termasuk prilaku buruk dan menyimpang yang dilakukan anak.Lingkungan luar memaksa anak untuk melakukan tindak kejahatan baik berupa pelanggaran kecil sampai pada pelanggaran dalam berlalu lintas.

Anak dalam masa pertumbuhan yang tidak dibina dengan baik dan memilih tempat bergaul yang salah, akan merubah kepribadian dan karakter yang sebelumnya baik menjadi implusif. Sehingga apa yang seharusnya dinilai tidak boleh untuk dilakukan oleh anak diusianya yang masih dibawah umur atau hal-hal lain yang memang pada dasarnya merupakan suatu kesalahan dan tidak boleh dilakukan, malah berujung pada anak yang merasa hal itu benar dan boleh untuk dilakukan.

4.3 Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo

Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur terdiri dari tiga tahap, yaitu pre-emtif sebagai langkah awal, kemudian preventif sebagai langkah atau tindakan lanjutan dan langkah selanjutnya yaitu represif sebagai tindakan atau langkah akhir dalam penanganan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas tersebut. Lebih lanjut, Briptu Fajrin Lagautu (Anggota Dikyasa Polres Gorontalo) menjelaskan upaya apa saja dari ketiga langkah tersebut :

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emtif ialah upaya paling awal atau pencegahan yang dilakukan pihak Satlantas Polres Gorontalo agar tindak pidana tidak terjadi. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan aparat kepolisian satuan lalu lintas Kabupaten Gorontalo, agar pelanggaran yang dilakukan oleh anak tidak terjadi, mereka mengadakan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas, baik dari SMA (Sekolah Menengah Atas), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SD (Sekolah Dasar) maupun TK (Taman Kanak-kanak) sekalipun. Beliau menambahkan, meskipun begitu dalam melakukan sosialisasi tidak serta-merta materi yang diberikan sama, melainkan berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan kecapaian anak dalam merespon himbauan yang diberikan. Sosialisasi yang diberikan tersebut berupa pentingnya menaati peraturan dalam berlalu lintas, apasaja bahaya yang akan mereka dapatkan saat melakukan pelanggaran lalu lintas, etika dalam berlalu lintas dan juga pada saat kapan mereka diperbolehkan untuk berkendara. Tidak berhenti sampai disitu, Polres Kabupaten Gorontalo juga melakukan sosialisasi lingkungan masyarakat yang bertempat di Kabupaten tersebut, melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun langkah yang dalam beberapa tahun ini telah dilakukan pihak Satuan Kepolisian Lalu Lintas yaitu berupa upaya sosialisasi dengan memanfaatkan media elektronik.Sudah banyak himbauan dalam bentuk iklan, berita dan lain-lain yang mereka lakukan untuk mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas, terkhusus yang dilakukan anak dibawah umur.

2. Preventif

Setelah upaya pre-emtif dilakukan, upaya selanjutnya ialah preventif sebagai upaya tindak lanjut dalam bentuk pencegahan sebelum terjadinya tindak pelanggaran ataupun kejahatan.Upaya preventif yang dilakukan Satlantas dengan berjaga disetiap pos keamanan dan disetiap titik tempat yang sering dilalui pengendara motor. Beberapa operasi yang dijalankan berdasarkan perintah dari atasan mereka untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi. Operasi tersebut seperti operasi rutin atau harian, operasi zebra yang dilakukan tahunan, operasi lilin yang dilakukan saat natal, dan operasi ketupat saat lebaran.Dengan dilakukan hal itu seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas terlebih untuk anak dibawah umur.
3. Represif

Upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan. Anak yang ditemukan mengendarai sepeda motor atau mobil tetapi tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, dan/ataupun melakukan pelanggaran lainnya akan diproses atau diberikan sanksi kepada anak tersebut. Terlebih dahulu aparat kepolisian Satlantas akan mendata anak tersebut. Setelah melakukan pendataan, orang tua/ wali dari  anak akan dipanggil untuk memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Disaat bersamaan, tujuan memanggil orang tua/ wal tersebut tidak hanya menyampaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, melainkan juga agar orang tua dari anak tersebut mengetahui bahwa memberikan dan membiarkan anak menggunakan kendaraan diusia dini bukan hal yang dapat disepelekan atau dikesampingkan, karena selain dapat membahayakan diri sendiri, anak dibawah umur tersebut juga dapat membahayakan dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan langkah dari pembinaan dan juga teguran bagi orang tua/wali agar dapat mengawasi anaknya dengan lebih baik lagi.

Langkah selanjutnya ialah memberikan surat tilang sebagai alat bukti pelanggaran kepada anak agar dapat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri. Surat tilang juga berfungsi sebagai alat bukti bahwa barang atau kendaraan dari anak tersebut disita oleh pihak kepolisian. Langkah ini ditempuh sebagai sanksi agar anak tersebut mendapatkan efek jera karena melakukan pelanggaran lalu lintas dan supaya anak dibawah umur tersebut  tidak akan mengulangi pelanggaran lagi.

Dari ketiga tahap upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menyelesaikan, mencegah atau mengurangi tindak pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur, serta menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi pengguna jalan yang lain. Meskipun dari upaya tersebut diketahui tidak dapat mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas dalam hal lain, namun upaya tersebut dapat memberikan peringatan terhadap anak dibawah umur, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian juga mengharapkan banyak dukungan dari kalangan masyarakat untuk berusaha sadar diri, sehingga terbentuklah saling saling mendukung dan secara bersama-sama menaati aturan 

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kabupaten Gorontalo, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo ialah faktor keluarga, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.

2. Peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan tiga tahap upaya yaitu, upaya pre-emtif atau langkah awal yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan terjun lagsung ke lingkungan masyarakat, upaya preventif atau upaya lanjutan yang dilakukan pihak Satlantas dengan berjaga dibeberapa sudut keramaian pengguna jalan dan upaya represif atau upaya penegakan hukum bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa teguran, dan surat tilang, serta memanggil orang tua/wali untuk diberitahukan dan diawasi lagi dalam penggunaan kendaraan.

5.2 Saran

1. Orang tua dan juga sekolah lebih aktif dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya tidak berkendara bagi anak yang masih di bawah umur dan juga memberikan pendidikan tentang berlalu lintas sejak dini. orang tua/wali juga dapat melakukan kerjasama agar tidak memberikan izin penggunaan kendaraan bagi anak di bawah umur.

2. Sebaiknya Kepolisian dalam hal ini meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan di tiap sekolah, dengan melakukan kerjasama di setiap sekolah dimana ada sekolah percontohan yang Satlantas terjun lansung untuk mengawasi anak yang masih di bawah umur tidak menggunakan kendaraan ke sekolah.
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